WALILOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR :70 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

a. bahwa dengan dibentuknya Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya,
maka untuk memperjelas dalam pelaksanaan tugas perfu disusun
Uraian Tugas Jabatan Struktural ;

b.  bahwa Uraian Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
di atas merupakan panduan kerja yang harus dilaksanakan oleh
pemegang Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka
pengaturannya perlu dituangkan dengan Keputusan Walikota.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3839 ) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentarig Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848 ),

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipi Dalam Jabatan Struktural
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 ) ;




10.

11.

12,
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15.

16.
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18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14 ) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002
tentang  Pengesahan  Pemberhentian  dan  Pengesahan
Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategi Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nommor 2) ;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3) ;
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Tasikmalaya ;

Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah
Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG URAIAN
TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1

Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya .



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;

4.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmlaya ;

6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam
Struktur Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah dasar pelaksanaan tugas
bagi pemegang Jabatan Struktural sebagai pedoman kerja yang
merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

BAB II

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Pasal 2

Dengan Keputusan ini disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan
Organisasi Sekretariat Daerah yang terdiri dari :

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah ;
b. Asisten Tata Praja ;
c. Asisten Ekonomi Pembangunan;
d. Asisten Administrasi.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, ¢ dan d Pasal ini, membawahkan :
a. Asisten Tata Praja, membawahkan :
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
a) Subbagian Perangkat Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan/Desa ;
b) Subbagian Otonomi Daerah ,
¢) Subbagian Pertanahan dan Kependudukan.

2. Bagian Hukum, membawahkan :
a) Subbagian Peraturan dan Perundang-undangan ;
b) Subbagian Bantuan Hukum;
c) Subbagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
a) Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Perjalanan
Dinas;
b) Subbagian Informasi;
c) Subbagian Protokol.

b. Asisten Ekonomi Pembangunan, membawahkan :
1. Bagian Ekonomi, membawahkan :
a) Subbagian Pertanian, Pertambangan dan Energi ;
b) Subbagian Perhubungan Penanaman Modal dan
Perbankan ;
¢) Subbagian Perusahaan dan Ekonomi Kerakyatan ;



2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
a) Subbagian Penyusunan Program ;
b) Subbagian Pengendalian Program
¢) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan ;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a) Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
b) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat ;
¢) Subbagian Pemuda dan Olahraga.

c. Asisten Administrasi, membawahkan :
1. Bagian Organisasi, membawahkan ;
a) Subbagian Kelembagaan;
b) Subbagian Ketatalaksanaan;
c) Subbagian Analisa Formasi Jabatan.

2. Bagian Kepegawaian, membawahkan :
a) Subbagian Umum dan Pengembangan Pegawai;
b) Subbagian Mutasi;
¢) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan.

3. Bagian Keuangan, membawahkan :
a) Subbagian Anggaran ;
b) Subbagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai ;
c) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi.

4, Bagian Umum, membawankan :
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan ;
b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
¢) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi
Pasal 3

(1) Susunan Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana
dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(2) Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, merupakan panduan kerja bagi pemegang jabatan
struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan
ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri sesuai dengan
ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. ;
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